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LEMBAF .. A .. ~ DAERAH 

KABUPATEN DAER.AH TINGKAT II REMBft .... ~G 
NOMOR 7 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

NOMOR a TAHUN 1996 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANe 
PEMAKAI AIR DHARMA 11RTAKABUPATEN DAE.RAH TINGKAT II REMBANG 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA ·· 

BUPA11 KEPALA DAER.AH TINGKAT II REMBANG 

Menimbang a. bahwa daSarn rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah 
berupa tata laksana dibidang pengairan khususnya operasi 
dan pemeliharaan jaringan i9gasi, penu adanya. keikutsertaan 
perkumpuian petani pemakai AIR OHARMA TIRTA, maka agar 
para petani mampu secsra organisateris, teknis, dan finansial 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun, 
merehabilltasi, mengoperasikan dan memetihara jaringan 
irigasi yang menjadi kewenangannya serta meningkatkan 
fungsi, peranan dan status organisasi Perkumpulan Petani 
Pemakai air DHARMA TIRTA di Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang; 

b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 12 
Tahun19-g2 tentang Pembentukan dan Pembinaan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Keputusan Gubemur 
Kepala Oaerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 411.6/97/ 
1993 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan 
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Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, untuk pedoman Pembentukan 
Perkurnpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di maSing- 
masing Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Tengah 
diatur dengan Peraturan Dae rah ; 

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas pertu diatur 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat 1. Undang-undang Norn or 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan .. 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Teng ah. 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik lndone- 
sia Tahun 197 4 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nornor 
3037); 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor65, 
Tarnbanan Lebaran Negara Nmor 3046); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979Nomor 
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1982 tentang Tata 
Pengaturan Air {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 
1982 Nomor37, Tambahan Lembaran Negara Nomor3225); 

6. Perafuran Pemerintah Nomor 23Tahun 1982 tentang liigasi 
~-embarar. Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nemer~. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang 
penyerahan Sebagian urusan Pemerintah di bidang pekenaan 
umum kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3353); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentan Koordinasi 
kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Norn or 3373) ; 

9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang 
penyempumaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa 
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10 lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1969 

tentang Pelaksanaan Pengelolaan pengairan (Pengaturan Air 
dan Pemeliharaan Jaringan frigasi) 

11. lnstruksi Presiden Noor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan 
Perkumpufan Petani Pemakai Air ; 

12.Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor42 /PRT/ 1989 
tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan lrigasi Kecif berikut 
wewenang pengurusannya kepada Perkumpufan Petani 
Pemakai Air ; 

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang 
luran Pelayanan lrigasi; 

14. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
pembentukan dan pernoinaan perkurnpulan petani Pemakai 
air; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 
tentang pefaksanaan luran Pelayanan frigasi ; 

16. lnstruksi Menteri Nomor 19 Tahun 1992 tentang pelaksanaan 
Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 50 tahun 1992 tentang 
Pelaksanaan luran Pelayanan lrigasi ; 

17.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 1990 tentang irigasi di Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Jawa 
Teng ah Nojnor 1 O Tahun 1991 Seri : D No. 1 O). 

Dengan Persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat 
IIRembang 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATUP.Afl.J DAER.1\H KABUPATEN DARAH TINGKAT !I 

REMBANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
a. Bupati Kepala Daerah adafah Bupati Kepala daerah Tingkat If Rembang ; 

J ' .. , 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten oaeran :nn..9kat II Rembang 
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c. Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 
d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah selanjutnya disingkat LKMD 

adalah LKMD setempat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 
e. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat 

P3A DHARMA TIRTA adalah wadah perkumpulan dari petani atau kelompok 
petani yang mengelola air trigasi dalam suatu petak/blok tersier atau Daerah 
lrigasi pada jaringan irigasi pedesaan atau daerah irigasi pada jaringan irigasi 
kecil di Kabupaten Daerah fingkat II Rembang • 

f. Forum Koordinasi P3A DHRMA TIRT.A. adalah wadah kcordinasi dari dua P3A 
DHARMA T!RTA atau !eblh dalarn suatu Daerah Tata Pengaturan Pengairan yang 
dioentuk aias c.iasa, kebutuhan dan kepentlnqan bersama ; 

g. lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian: 
h. Daerah lrigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan 

irigasi ; 
i. jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan 

dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari peyediaan. 
pengambilan,pembagian, pemberian dan penggunaannya ; 

j. Jaringan lrigasi Utama adalah jaringan irigasi yang terairi dari saluran-saluran 
irigasi primerdar. sekunder beserta banqunan-banqenannnya : 

k. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan 
air didalam petak/blok tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut 
saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran 
pemouanqannya benkut saluran bangunan pelenqkapnya ; 

I. Jaringan lrigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dan 500 
hektar; 

m. Jaringan lrigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber aimya berasal dari 
bawah tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa 
beserta pertengkapannya dan tenaga penggerak; 

n. Jaringan lrigasi Pedesaan adalah jaringan irigasi yang pembangunan. 
pendayagunaan. dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani 
dibawah pembinaan pemerintahan desa dengan atau tanpa bantuan pemerintah 
baik pusat maupun daerah ; 

o Pengelolaan air irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk 
pemeliharaan jaringannya ; 

p. Pengelolaan jaringan Tersier adalah meliputi kegiatan pemeliharaan perbaikan. 
serta pengaturan air di jaringan tersier untuk kegiatan usaha tani menjadi Lembaga 
Ketahanan Masyaraka1 Desa :: 



- 5 - 

q. Petak/Blok tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima 
air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier 
ang bersangkutan ; 

r. Petak/Blok Kwarter adafah bagian dari lahan di dalam Petak/Blok Tersier yang 
mendapat petayanan air irigasi dan seluruh kwarter : 

s. Kelompok Tani adalah perkumpulan petani Y81YJ diorganisasikan menurut kesatuan 
harapan usaha tani berdasarkan adanya icepentingan bersama dan keserasian 
untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya peningkatan produksi. pendaoatan 
dan kesejahteraan ; 

t. luran Pe!ayanan irigasi yang seianjutnya disingkat iPAI adaiah iuran yang dipungut 
dari petani pemakai air atas jasa petayanan yang diberikan dibidang irigasi . 

BABH 
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) P3A OHARMA TIRTA berdasarkan Pancasila dan berazaskan kekeluargaan. 
(2) P3A DHARMA TIRTA merupakan perkumpufan yang bersifat sosial dengan 

maksud mendapatkan hasii guna penqeiolaan airpada jarinqan lrigasi Tersier 
atau Jaringan lrigasi Pedesaan-atau Jaringan lrigasi Pompa atau lrigasi Keci! 
untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. 

(3) P3A DHARMA TIRTA bertujuan mendayagunaka potensi jaringan dan air irigasi 
yang tersedia didalam petak/bfok Tersirer atau Daerah lrigasi pada Jaringan lrigasi 
Pedesaan atau Daerah frigasi pada Jaringan lrigasi Pompa atau Daerah lrigasi 
pada Jaringan trigasi Kecil untuk kesejahteraan para anggotanya: 

BAB Ill 
TUGAS DAN RUANG LINGKUP 

Pasal3 
(1) Tugas P3A DHARMA TIRTA adalah sebagai berikut : 

a. Mengelola air dan jaringan irigasi di Jaringan Tersier atau Jaringan lrigasi 
Pedesaan atau Jaringan lrigasi Pompa atau Jaringan lrigasi Kecil agar air 
irgasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara 
tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian 
dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota; 

· b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara Jaringan Tersier atau Jaringan 
lrigasi Pedesaan atau Jaringan lrigasi Pompa atau Jaringan lrigasi Kecil yang 
pengurusannya sudah diserankan kepada P3A DHARMA TIRTA sehingga 
jaringan irigasi tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya: 
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c. Menentukan dan menqatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, 
hasil panen atau tenaga untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan 
Jaringan Tersier atau Jaringan lrigasi Pedesaan atau Jaringan lrigasi Pompa 
atau Jaringan lrigasi Kecil dan usaha-usaha penghembangan perkumpulan 
sebagai suatu organisasi; 

d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua 
peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian air yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan P3A DHARMA TIRTA ; 

e. Menerima aset dari Pemerintah berupa Jaringan lrigasi Pompa atau jaringan 
lrigasi Kecil dan untuk dikelola secara bertanggungjawab. 

(2) Ruang Lingkuptugas P3A DHARMA TIRTA meliputi pengusahaan, pengelolaan, 
penggunaan dan pengamanan airbeserta sumber-sumbemya dan Jaringan Tersier 
atau Jarinqan lrigai Pedesaan atau Jaringan Pompa atau jaringan lrigasi Kecil 
yang pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA . 

.. 

BABIV 
BATAS WILAYAH KERJA 

Pasal4 

(1) Batas-batas wilayah kerja P3A DHARMA TIRTA dapat berupa 
a. Petak/Blok tersler ; 
b. Oaerah lrigasi pada JariOQan lrigasi Pompa yang areal petayanannya dipersarpal(an 

dengan Petak/Blok Tersier; 
c. Daerah iiigasi pada jct1i11y,:m iriga~i Pedesaan : 
d. Oaerah lrigasi pada Jaringan lrigasi Kecil, yang areal pelayanannya dipersamakan 

dengan petak/blok Tersier; 
{2) Pada daeran ltigasi tertentu dapat dibentuk P3A DHARMA TIRTA dengan batas 

wilayah kerja sesuai dengan batas administrasi Desa. 

BAB V 
ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Pembentukan 

Pasal S 
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P3A DHARMA TIRTA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air pada Petak/Blok 
Tersier atau di Daerah lrigasi pada Jaringan lrigasi Pedesaan atau Daerah lrigasi 
pada Jaringan lrigasi Pompa atau daerah lrigasi pada jaringan lrigasi Kecil yang 
pengurusannya sudah diserahkan kepada para petani, berdasarkan kepentingan 
bersama melalui musyawarah dan mutakat. 

Pasal6 

(1) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA harus memenuhi syarat : 
a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, 

penggaraptpenyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat airdari irigasi, badan 
usaha yang mengusahakan lahan dan pemakai air irigasi lainnya. 

IJ. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi. 
c. Mempunyai potensi Jaringan lrigasi tersier, lrigasi pedesaan, ingasi kecil 

dan irigasi pompa. 
(2) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA dengan memperhatikan : 

a. Tingkat kesiapan masyarakat tani. 
b Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air 

tradisional yang ada pada Oaerah yang bersangkutan . 

Pasal7 

(1) Petani Pemakai Air berdasarkan kepentingan bersama mengadakan musyawarah 
dan mutakatuntuk membentuk .P3A DHARMATIRTA dan kepeogurusannya. 

{2) Pengurus P3A DHARMA TIRTA mengadakan rapat anggota untuk menyusun 
Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga. 

(3) Pembentukan P3A DHARMA T!RTA ditetapkar. dengan keputusan Bupati kepala 
Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga mendapat 
persetojuan dan Kepala Desa can camat serta dlsahkan olen Bupati Kepala 
Daeran. 

{4) Untuk memperoleh status Sadan Hukum P3A DHARMA TIRTA sebagaimana 
tersebut ayat (3) pasal ini terlebih dahulu dibuat akte pendiriannya dihadapan 
Notaris dam selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal8 
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Susunan Organisasi P.3A DHARMA TIRTA terdiri dan : 
a. Rapat Anggota ; 
b. · Sadan Pemeriksa ; 
c. Pengurus ; 
d. Anggota; 

Bagian Ketiga 
Rapat Anggota 

Pasal9 

Rapat Anggota merupai<an kekuasaan tertinggi dalarn P3A DHARMA TIRTA 

Pasal 10 

Rapat Anggota P3A DHARMA TIRTA menetapkan . 
a. Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga; 
b. Pembentukan dan Pembubaran Pengurus; 
c. Pengangkatan dan Pemberttentian Anggota Pengurus; 
d. Pengangkatan dan Pernbernentian Sadan Pemeriksa ; 
e. Program Kerja ; 

Bagian Keempat 
Badan Pemeriksa dan Penqurus 

Pasal 11 

(1) Sadan Pemeriksa tercliri dari : 
a. Ketua merangkap anggota ; 
b. Anggota; 

(2) Sadan Pemeriksa dianqkat dan diberhentikan oleh Ra pat Anggota 

Pasal 12 

(1) Sadan Pemeriksa dan Pengurus berkewajiban metaksanakan ketentuan - 
ketentuan Anggaran Dasar. Anggaran Rum ah Tangga, Keputusan - keputusan 
yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan tainnya termasuk 
menyelesaikan sengketa antar anggota . 
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(2) Anggota Sadan Pemeriksa tidak dapat merangkap menjadi anggota Pengurus 

Pasal 13 

.,. 

(1) Sadan Pemeriksa mempunyai tugas : 
a. Memeriksa dan Mengevaluasi hasil kerja pengurus, terutama tentang 

mekanisme kegiatan keuangan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
kali dalam 6 (enarn) minggu dan dilakukan oteh sekuranq-kurarqnya 3 (tiga) 
orang anggota Badan Perneriksa . 

b. Memberikan petunjuk kepada Ketua dan Pengurus P3A DHARMA TIRTA 
tentang masalah organisasi, administrasi dan keuangan baik diminta rnaucun 
tidak 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Sadan 
Pemeriksa bertanggungjawab kepada RapatAnggota. 

.. 

Pasal14 
(1) Pengurus P3A DHARMA TIRTA terdiri dari : 

a. Ketua; 
b. Wakil Ketua ; 
C. Sekretaris ; 
d. Bendahara; 
e. Pelaksana Teknis ; 

• 

f. Ketua-ketua Petak/Blok Kwarter . 
(2) Susunan Pengurus P3A DHARMA TIRTA Jaringan lrigasi Pompa selain seperti 

tersebut ayat (1) Pasal ini ditambah Ketua Unit Sumur Pompa, Bendahara Sumur 
Pompa, serta Operator Sumur Pompa . 

Bagian Kelima 
Anggota 
Pasal15 

Anggota P3A DHARMA TIRTA adalah semua petani, kelornpok tani Sadan Usaha 
serta pemakai air lainnya yang mend a pat nikmat dan manfaat secara langsung dari 
pelayanan air irigasi pada jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan 
irigasi kecil dan atau jaringan irigasi pompa . . .,. 
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Pasal16 

(1) Anggota P3A DHARMA TIRTA dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini 
mempunyai kewajiban : 

a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yangditetapkan oleh Rapat Anggota 
dan peraturan perundang-undangan yang berfaku ; 

b. Melestarikan Jaringan lrigasi ; 

c. Membayar luran organisasi ; 

d. Membayar IPAIR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku 
pada lokasi yang telah ditetapkan . 

(2) Anggota P3A DHARMA TIRTA mernpunyat hak : 

a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air 
yang telah ditetapkan ; 

b. Mengeluarkan Pendapat dalam Rapat Anggota ; 

c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus; 

d. Mel}'lilih dan dipilih menjadi Sadan Pemeriksa . 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal17 
Dalam melaksanakan tugasnya P3A DHARMA TIRTA wajib. menerapkan prinsip 
koordinasi, keterpaduan, kemudahan dan keselarasan secara vertikal dan horisontal 
baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi/lembaga/organisasi lain, 
khususnya dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Oesa. 

Pasal18 • 
(1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan instansi/lembaga lain bersifat fungsional 

dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang 
organisasi, bidang keteknikan irigasi . 

(2) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan organisasi lainnya bersifat kerja sama 
dalam rangka mengelola air irigasi pada petak/Blok tersier atau Daerah lrigasi 
pada Jaringan lrigasi Pedesaan atau Daerah lrigasi pada Jaringan lrigasi Pompa 
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atau Daerah lrigasi pada Jaringan lrigasi Kecil, untuk memecahkan masalah- 
masalah yang dihadapinya bersama . · 

Pasal19 
(1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan LKMD : 

a. P3A DHARMA TIRTA sebagai organisasi petani pemakai air, kegiatannya 
merupakan bagian yang·tak terpisahkan dari kegiatan LKMD di Desa yang 
bersangkutan . 

b. Anggota P3A DHARMA TIRTA merupakan kelompok kerja tata guna air pada 
seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi dalam LKMD yang 
bersangkutan . 

(2) Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasai ini diundang untuk 
hadir dalam Ra pat Anggota dan Ra pat Pengurus P3A DHAR MA TIRTA sebagai 
penasehat dan nara sumber. 

Pasal20 
Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan Kelompok Tani diatur sebagai berikut 
a. Anggota Kelompok Tani merupakan Anggota P3AOHARMA TIRTA; 
b. Pengurus Kelompok Tani dapat menjadi pengurus P3A DHARMA TIRTA . 

BAB VII 
FORUM KOORDINASI P3A DHARMA TIRTA . Pasal 21 

(1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan irigasi meliputi dua 
P3A DHARMA TIRTA atau lebih dapat dibentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA 
TIRTA. 

(2) Forum Koordinasi dimaksud ayat (1) Pasa! ini menetapkan ketentuan-ketentuan 
untuk mengatur kepentingan bersama . 

Pasal22 
Dibentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA bilamana : 
a. Dalam suatu_wila,Y~h administrasi desa terdapat lebih dari satu P3A DHARMA 

TIRTA Petak/Blok lersier. 
b. Dalam satu Petak/Blok Tersier terdapat lebih dari satu P3A DHARMA TIRTA 

Desa; 
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c. Oalam satu bagian saluran pada suatu Daerah irigasi terdapat beberapa P3A 

OHARMA TIRTA; 
d. Oatam suatu bagian Tata Pengairan terdapat beberapa P3A DHARMA TIRTA. 

Pasal23 
(1) Susunan organisasi Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA terdiri dari: 

a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; 
d. Petugas Pembagi Air; 
e. Anggota. 

(2) Ketua Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA dipilih oleh Anggota Forum yang 
terdiri dari wakil masing-masing Pengurus P3A OHARMA TIRTA yang 
selanjutnya dapat menunjuk anggota Pengurus Forum. 

Pasal24 
(1) Unsur LKMD yang bersangkutan harus diundang untuk hadir dalam Rapat Fo- 

rum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA. . 
(2) Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayal (1) huruf b Pasal 15 Peraturan Daerah 

ini diundang untuk hadir dalam Rapat Forum Kordinasi P3A DHARMA TIRTA 
sebagai penasehat dan nara sumber. 

BAB VIII 
PEMBINAAN 
Pasal25 

(1) Pembinaan terhadap P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh : 
a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Oaerah Tingkat II; 
b. Tim Pembina Tingkat kecamatan ; 
c. Tim Pembina Tingkat Desa ; 

(2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Tingkat Kabupaten Oaerah 
Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa dilingkungan Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

Pasal26 
Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Oaerah ini mencakup 
kegiatan: 
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a. Pada Tahapan sebelurn pembentukan P3A DHARMA TIRTA antara lain: 

1). lnventansastjannqan iriqast ; 
2) lnventarisasi jumlah petanipemakai air: 
3) ldentifikasi lembaga kepengurusan yang ada ; 
4) ldentitrkasi batas-batas petak tersier ; · · 
_5) Penyuiuhan dan lain-iain sebaqainya ; 

b. Pada Tahapan pengembangan P3A DHARMA TlRTA yaitu 
Peningkatan dan Pengembangati P3A DHAR MA TIRTA melalui kegiatan motivasi. 
pelatihan, birnbingan tehnis, pengelolaan jannqan irigasi. pengelolaan organisasi 
dan mengger~kkan_partisipasi masyarakat. 

.. 

6ABIX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 27 

{1) Biaya untuk kegiatan P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada iuran anggcta 
sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah 
menurut hukum. 

(2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan datarn Rapat 
Anggota. 

Pasal 28 

(1) Bµiya untuk kegiatan Forum Koordinasi P3A DHAR"'1A TIRTA dibebankan pada 
P3A DHARfv'J\ TIRTA yang tergabun_g dalarn forum koordinasi yang bersa'ngkutan. 

(2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Rapat 
Forum Koordinasi . 

Pasal 29 

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A DHARMA TIRTA 
dibebankan melalui APBD Tingkat II Rembang dan bantuan lain yang sah dan atau 
yang tidak rnenqlkat. ... 

BAB X 
PENGAWASAN, PEMANTUAN DAN EVALUASI 

Pasal 30 
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan dan pembinaan P3A DHARMA 
TIRTA dilakukan-oleh Bupati Kepala Daerah . 
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Pasal- 31 

Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan P3A DHARMA TIRTAdilakukan 
oleh Tim Pembina dengan petunjuk Bupati Kepala Oaerah. 

BABXI 
PEMBUBARAN 

Pasal32 
(1) Pembubaran P3A OHARMA TIRTA hanya dapat dilakukan apabila lahan 

pertanian di daerah ketjanya beralih fungsi menjadi non pertanian atau sumber 
airtidak berfungsi lagi. 

(2) Pembubaran P3A OHARMA TIRTA bagi P3A DHARMA TIRTA yang telah 
mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Oaerah dan yang telah atau belum 
memperoleh status Badan Hu_kum harus dilaporkan kepada Bupati Kepala 
Daerah Tingkat Ii oleh Camat yang bersangkutan. 

(3) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA yang tetah memperoleh status Sadan Hukum 
dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
setempat oleh Camat yang bersanqkutan. 

BAB XII 
KETENTUAN PERAUHAN 

(1) P3A ·DHARM1\ TIRTA yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati 
Kepala Daerah secara bertahap harus disesuaikan dengan Peraturan Oaerah 
mi. 

(2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur P3A DHARMA TIRTA yang sudah ada 
dan bertentangandengan Peraturan Daerah ini dinyatakantidakbertaku. 

BAB XIII 
KETEl".ffiJAN PENl.'TUP 

Pasall-4 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
peiaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasat35 
Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan 
Peraturan Daerah int dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang. 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 22 Maret 1997 
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